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هيَْا وَأَحْسِن  ارَ اْلَأخِرَةَ ولَاتنَسَْ هصَِيبَكَ مِنَ الدُّ وَابتَْغِ فِيمآَ ءَاتََكَ اُلله الدَّ

بُّ المُْفْسِدِينَ  نَّ اَلله لَايُُِ
ِ
ليَْكَ وَلَاتبَْغِ الفَْسَادَ فِِ اْلَأرْضِ ا

ِ
 كَََ أَحْسَنَ اُلله ا

 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. 

(QS. Al-Qas{as{ [28]: 77) 
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ABSTRAK 

Robith Muti’ul Hakim, 1420310065, Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau 

dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. 

Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn.  Tentang Isbat Nikah Poligami 

Siri Di Pengadilan Agama Sleman). Tesis Magister, Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

Menurut penyusun penelitian ini penting dilakukan mengingat perkara 

pernikahan poligami siri sedang marak terjadi, salah satu perkara yang masuk ke 

Pengadilan Agama Sleman adalah Putusan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. dan 

Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn.. Isbat nikah merupakan satu-satunya 

jalan bagi pasangan pernikahan poligami siri untuk memperoleh perkawinan yang 

berkekuatan hukum. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dikhawatirkan dapat 

semakin mempermudah pelaku poligami untuk berpoligami, karena ada celah-

celah kecil untuk melegalkan poligami siri. Namun, di sisi lain apabila isbat 

poligami tidak dikabulkan, sama saja seperti melegalkan pernikahan siri. Adapun 

yang diteliti dalam tesis ini antara lain: putusan isbat nikah poligami siri di 

Pengadilan Agama Sleman ditinjau dari segi yuridis-normatif dan dari segi 

maqa>s}yid syari@’ah. 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif dan 

menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan teori maqa>s}yid 
syari@’ah. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa putusan tentang 

perkara isbat poligami siri dan data sekunder berupa hasil wawancara dengan 

hakim, panitera dan pegawai Pengadilan Agama Sleman dan studi kepustakaan.  

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa secara Yuridis pada putusan No. 

190/Pdt. G/2004/PA. Smn. Pengadilan menolak permohonan pemohon, 

dikarenakan suami tidak mendapat izin dari isteri pertama, dalam Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk mengajukan permohonan beristeri 

lebih dari seorang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 

5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan 

(2) Kompilasi Hukum Islam, menurut pertimbangan hakim keputusan itulah yang 

terbaik demi kemaslahatan. Sedangkan pada putusan No. 1512/Pdt. 

G/2015/PA.Smn. permohonan pemohon diterima karena terpenuhinya syarat-

syarat perundang-undangan, yaitu mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, 

adanya jaminan dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, 

dan juga dapat berlaku adil, selain itu alasan Pemohon akan menikahi calon isteri 

kedua (poligami) karena sudah menikah siri dan telah memiliki anak dan 

Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi calon isteri Pemohon secara 

resmi. Sedangkan secara normatif tidak ada nash yang menyebutkan bahwa 

seorang suami harus meminta izin kepada seorang isteri ketika hendak 

berpoligami. Keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan maqa>sid asy-syari<’ah 
di antaranya: h}ifz ad-di@n, h}ifz an-nafs, h}ifz al-‘aql, h}ifz al-ma>l, h}ifz an-nasb, di 

mana tujuan utamanya adalah menciptakan suatu kemaslahatan.  

Kata Kunci : Isbat Nikah, Poligami Siri, Yuridis-Normatif, Maqa>s}yid Asy-
Syari@’ah, Pengadilan Agama Sleman. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0534b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan  

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bâ‟ B Be ة

 Tâ‟ T Te ت

 Sâ Ŝ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Hâ‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Zâl ẓ zet (dengan titik di atas) ذ

 Râ‟ ȓ Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de ( dengan titik di bawah) ض
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 tâ‟ ṭ te ( dengan titik di bawah) ط

 za‟ ẓ zet ( dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L „el ل

 Mîm M „em م

 Nûn N „en ى

 Wâwû W W و

ٍ hâ‟ H Ha 

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ya ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis Mutaʻaddidah هتعددّة

 Ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Taʻ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Jamāʻah جوبعة

 Ditulis Jizyah جسٌة
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( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 Ditulis Karāmah al-auliyāʼ كراهة الاولًء

3. Bila ta’ marbūtah  hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zakāh al-fiṭri زكبة الفطر

 

D. Vokal pendek 

     َ      Ditulis A 

      َ       Ditulis I 

      َ       Ditulis U 

 

E. Vokal panjang 

1. Fathah + alif 

 جبهلٍة

ditulis 

ditulis 

Ā 

Jāhiliyah 

2. Fathah + ya‟ mati 

 تٌسى

ditulis 

ditulis 

Ā 

Tansā 

3. Fathah + yā‟ mati 

 كرٌن

ditulis 

ditulis 

 Ī 

Karīm 

4. Dammah + wāwu mati 

ضفرو  

ditulis 

ditulis 

Ū 

Furūd 
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F. Vokal rangkap 

1. Fathah + yā‟ mati 

 بٌٍكن

ditulis 

ditulis 

Ai 

Bainakum 

2. Fathah + wāwu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A’antum أأًتن

تأعد  Ditulis U’iddat 

 Ditulis La’in syakartum لئي شكرتن

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 Ditulis Al-Qur’an القرأى

 Ditulis Al-Qiyas القٍبش

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan hurus 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya 

 ’Ditulis As - Sama السوبء

 Ditulis asy- Syams ااشوص

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis Zawi al-furūd ذو الفرود

 Ditulis Ahl as-Sunnah اهل اسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
1
 Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan 

perempuan agar kemudian mereka dapat berhubungan satu sama lain, hidup 

bersama dan saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan, serta hidup 

dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk-Nya.
2
 Allah 

berfirman: 

نَكُم  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِليَ ْ وَمِنْ ءاَياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
رُونَ  وَدَّةً وَرَحَْْةً إِنَّ فِ ذَلِكَ لأيَاَتٍ لِّقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ 3.مَّ

 

 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 
 

Islam memandang perkawinan merupakan sebuah ibadah dan ketaatan. 

Seorang mukmin dapat meraih pahala dan balasan, bila mengikhlaskan niat, 

                                                             
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.  

2 Abdurrahman. I. Doi, Perkawinan dalam Syari‟at Islam, terj. Iba Ashghari dan Wadi 

Masyuri, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1. 

3 Ar-Ru>m (30) : 21. 
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menuluskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya demi menjaga 

dirinya dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu 

yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan. Ajaran Islam yang agung 

mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian, yang 

mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi 

jalan untuk meraih ridha Allah SWT. Satu syarat, yaitu niat yang benar untuk 

mengubah kebiasaan menjadi ibadah.
4
  

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan berakibat penting 

dalam masyarakat, akibat yang paling dekat dengan hidup bersama adalah 

terbentuknya sebuah keluarga dalam anggota masyarakat. Terkait dengan 

akibat yang signifikan ini, masyarakat membutuhkan suatu peraturan yaitu 

mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan 

terhentinya hidup bersama. Dengan demikian, maka adanya peratuan 

tersebutlah yang menimbulkan perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari 

seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat 

dalam peraturan itu.
5
  

Melalui lembaga perkawinan ini kebutuhan naluriah yang paling 

pokok dari manusia tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi 

panggilan watak kemasyarakatan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan 

pangggilan moral yang ditegaskan agama.
6
 Dalam Undang-undang diatur 

                                                             
4 M. Ali Ash-Shobuni, Pernikahan Islami (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 20-21. 

5 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. IX (Jakarta: Sumur 

Bandung (1991), hlm. 7. 

6 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 257. 
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secara rinci mengenai perkawinan dalam rangka mengatur dan menertibkan, 

agar kehidupan keluarga damai, sejahtera dan harmonis sesuai dengan tujuan 

utama perkawinan, sehingga tercipta kemaslahatan dalam keluarga dan 

masyarakat.  

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang sah secara agama maupun sah secara yuridis. Sah secara 

agama yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, 

sedangkan sah secara yuridis yaitu dengan dicatatkannya perkawinan tersebut. 

Secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2,
7
 yang berbunyi: 

(1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan itu”. 

(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. 

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai 

pencatatan perkawinan. Pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

menjelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 

Islam setiap perkawinan harus dicatat, dilanjutkan pada ayat (2) bahwa 

pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 jo Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 1954. Apabila perkawinan yang dilakukan di luar 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinannya tidak mempunyai 

kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 6 ayat (2).  

                                                             
7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2). 
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Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia adalah dengan 

dicatatnya perkawinan oleh pejabat KUA. Perkawinan yang sah secara agama 

pun belum bisa dikatakan sah secara hukum di Indonesia apabila tidak 

dicatatkan. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, 

untuk menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang 

melangsungkan perkawinan. Seiring perkembangan zaman, akhir-akhir ini 

banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai alasan, mulai dari 

enggan mencatakan karena rumit dengan persyaratan-persyaratannya, belum 

cukup umur, hamil di luar nikah, tidak mempunyai biaya penyelenggaraan dan 

lain-lain. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini sering disebut dengan kawin 

siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini akan sangat merugikan pihak 

perempuan, karena tidak ada bukti-bukti yang otentik (akta nikah) yang 

terdaftar pada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA dan 

perkawinannya diangggap tidak sah. Akibatnya, anak hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata 

dengan ayahnya. Selain itu anak beserta ibunya tidak bisa menuntut hak 

nafkah dan juga tidak dapat pula menuntut hak waris. 

Pada Pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan perkawinan yang belum 

dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka seorang suami atau pihak yang 

bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan agama, karena 

perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat dibuktikan dengan Akta 

Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam 

KHI Pasal 7 ayat (1). Kemudian, dilanjutkkan pada Pasal 7 ayat (3) mengenai 
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kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka 

menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah 

atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hal pengajuan 

permohonan isbat nikah yang berhak mengajukan adalah suami atau isteri, 

anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan 

perkawinan itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (4). 

Namun kini perkawinan yang tidak dicatatkan tidak hanya terjadi pada 

kasus pernikahan terhadap perkawinan isteri pertama, dalam kasus poligami 

pun banyak terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan atau poligami siri. 

Makna poligami pada zaman sekarang sudah banyak mengalami pergeseran, 

yang mana pada zaman dahulu pada masa Kenabian, poligami dilakukan 

untuk menyelamatkan para janda-janda yang terlantar akibat ditinggal mati 

oleh suaminya akibat berbagai peperangan. Berbeda halnya pada zaman 

sekarang poligami sering disalah artikan, karena merasa mampu, kaya, 

kemudian seenaknya mengawini perempuan lain karena nafsu semata atau 

merasa isteri pertama kurang maksimal dalam memberikan pelayanan maka 

suami mencari perempuan lain untuk dipoligami. Banyak trik dan alasan para 

pelaku poligami untuk melegalkan poligaminya (isbat poligami), mulai dari 

alasan takut berbuat zina, sudah terlanjur berhubungan badan, bahkan ada 

yang sudah sampai hamil dan lain sebagainya. 
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Di Indonesia poligami telah diatur tentang syarat dan ketentuannya. 

Namun sistem perkawinan yang ada di Indonesia tetap menggunakan azas 

monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu pasangan saja. Poligami 

dalam Islam ataupun di Indonesia menurut M. Quraish Shihab adalah jalan 

terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami isteri apabila keadaan memang 

sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Sebagaimana Mustafa Al-Maraghi 

berpendapat masalah poligami, beliau berpendapat mengenai kebolehan 

berpoligami dalam surat An-Nisa>’ 4: (3) merupakan poligami yang diperketat, 

poligami hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat saja, yang hanya 

boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti isteri 

dalam keaadaan mandul, isteri sudah tua, dan jumlah perempuan lebih banyak 

dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok.
8
 

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan poligami, 

seperti pendapat Muhammad „Abduh, sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin 

Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan 

jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan 

tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap 

ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.
9
 

Sayyid Qutub berbeda dalam berpendapat mengenai poligami, menurutnya 

poligami adalah rukhs}ah, dengan disyaratkannya dapat berbuat adil. Keadilan 

                                                             
8 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, cet. IV (Mesir: Mustafa al-Bab al-

Habibi, 1963), hlm.181. 

9 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

„Abduh, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102-104. 
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yang dituntut di sini adalah dalam bidang nafkah, mu‟amalah, pergaulan, serta 

pembagian malam. Oleh karenanya barang siapa dapat berbuat adil terhadap 

isterinya, boleh poligami hanya empat isteri.
10

 

Ali As-Shabuni lebih menekankan kepada hikmah kebolehan poligami 

dan batasan perempuan yang boleh dipoligami maksimal empat berdasarkan 

ijma‟ Ulama. Adapun hikmah dari poligami ada tiga, pertama, mengangkat 

martabat perempuan. Kedua, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah 

keluarga. Ketiga, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Menurut 

beliau juga diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas 

yang melanda dunia secara umum. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan 

lebih karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.
11

 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai 

permasalahan poligami, di antaranya Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5
12

: 

Pasal 3 

(1) “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 

seorang suami”. 

(2) “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk 

beristri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan”. 

Pasal 4 

(1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka 

ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. 

                                                             
10 Sayyid Qutub, Fi@ D{ila>l al-Qur’a>n (t.t.p.: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1961), IV: 236 M. 

11 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

„Abduh, hlm. 91. 

12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3, 4 dan 5. 
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(2) “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristeri dari seorang apabila: 

(a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

(b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

(c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 

Pasal 5 

(1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, 

sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut”: 

(a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 

(b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 

(c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka. 

(2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 

mendapat penilaiaan dari Hakim Pengadilan”. 

 

Perkawinan wajib dicatatkan sebagai tonggak hukum perkawinan di 

Indonesia, karena sudah diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan KHI, 

maka dari itu wajib dicatatkan ke KUA. Apabila tidak dicatatkan maka tidak 

memiliki kekuatan hukum otentik (dibuktikan dengan akta nikah) dan dapat 

merugikan pihak perempuan. Apabila memiliki keturunan pun anak yang lahir 

dari hasil perkawinan yang tidak sah secara yuridis maka anak tersebut tidak 

mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak lainnya seperti nafkah dan waris. 

Apabila terjadi perceraian seorang isteri tidak dapat menuntut hak-haknya 

terhadap suami dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
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Perkawinan yang belum dicatatkan dapat mengajukan isbat nikah ke 

Pengadilan agama. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7
13

: 

(1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah”. 

(2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 

dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. 

(3) “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangya Akta Nikah; 

c. Adanya keraguan akan sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang No. 1 Tahun 1974; 

(4) “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau 

isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 

dengan perkawinan itu” 

 

Pada hakikatnya isbat nikah tidak tercantum dalam Al-Qur‟an, namun 

seiring perkembangan zaman pencatatan perkawinan sangatlah perlu, 

mengingat semakin banyaknya manusia, yang dirasa perlu diatur dalam hal 

identitas kependudukannya agar tercapai keteraturan dalam suatu negeri dan 

kemaslahatan dalam bermasyarakat. 

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu Lembaga Peradilan 

yang bisa dikatakan sibuk dan kompleks jenis perkaranya. Pengadilan Agama 

Sleman memang terletak di kota yang notabene masyarakatnya banyak dari 

kaum pendatang yang berasal dari berbagai penjuru daerah, sehingga pola 

kehidupannya multikultural dan kompleks. Begitu pula masalah yang 

ditimbulkan dalam keluarga bisa dikatakan sangat banyak dan beragam,  di 

mana pada tahun 2015 saja kasus yang masuk dan diputus oleh Pengadilan 

                                                             
13 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7. 
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Agama Sleman mencapai 1.741,
14

 meliputi cerai gugat, cerai talak, izin 

poligami, isbat poligami, dispensasi nikah dan lain-lain. Dari berbagai kasus 

tersebut, terdapat salah satu kasus yang menarik perhatian penyusun, 

penyusun mencoba melihat dari sisi yang berbeda mengenai masalah isbat 

nikah itu sendiri yaitu masalah isbat nikah poligami, di mana isbat nikah 

poligami adalah isbat nikah yang dilakukan dalam keadaan suami telah 

mempunyai isteri yang sah namun kembali menikah dengan wanita lain tanpa 

dicatatkan (siri). Ini merupakan kasus yang tidak jarang ditemui dalam 

masyarakat namun sangat sedikit yang mau mengisbatkan perkawinan 

poligami sirinya. Di Pengadilan Agama Sleman terdapat dua kasus mengenai 

isbat nikah poligami siri yaitu perkara No. 190/Pdt. G/2004/PA. Smn. di mana 

pada perkara ini hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon dan 

perkara No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn. hakim menerima permohonan isbat 

nikah pemohon. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas penyusun menemukan sebuah 

masalah, di mana isbat nikah memang merupakan satu-satunya jalan bagi 

pasangan poligami siri untuk memperoleh perkawinan yang berkekuatan 

hukum. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dikhawatirkan dapat semakin 

memuluskan dan mempermudah pelaku poligami untuk berpoligami karena 

ada celah-celah kecil untuk melegalkan poligami sirinya dan dikhawatirkan 

akan memunculkan kemadharatan yang lain. Namun di sisi lain juga apabila 

isbat poligaminya tidak dikabulkan sama saja seperti melegalkan pernikahan 

                                                             
14 www.pa-slemankab.go.id. Dikutip pada tanggal 18 Oktober 2016. 

http://www.pa-slemankab.go.id/
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siri, karena secara syari‟at Islam pasangan poligami tersebut telah dianggap 

sah, jadi antara dikabulkan dengan tidak dikabulkan sangatlah dilematis. Maka 

dari itu penyusun memberikan judul penelitian ini dengan “Isbat Nikah 

Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif  (Studi terhadap Putusan 

No. 190/Pdt. G/2004/PA. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn. 

tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman), dalam 

pembahasannya akan dijelaskan mengenai isbat poligami secara yuridis-

normatif. Kemudian juga menjabarkan mengenai makna dan tujuan dari isbat 

nikah itu sendiri apakah memberikan kemaslahatan atau malah justru akan 

mengakibatkan kemadharatan yang lebih besar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah poligami 

siri di Pengadilan Agama Sleman? 

2. Bagaimana tinjauan normatif terhadap putusan tersebut? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan isbat 

nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman. 

b. Menjelaskan mengenai isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama 

Sleman ditinjau dari segi normatif. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, referensi ilmiah 

terkait pembahasan isbat nikah poligami siri ditinjau dari segi yuridis-

normatif. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu  menjelaskan 

arti penting dari pencatatan perkawinan dalam rangka menjaga 

ketertiban pencatatan perkawinan dan kependudukan. Untuk menjamin 

hak-hak perempuan serta anak-anaknya. Karena pada perkawinan yang 

tidak dicatatkan, seorang isteri tidak dapat menuntut hak-haknya ketika 

terjadi perceraian maupun kematian, misalnya hak nafkah ataupun 

waris. Begitu juga anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan 

yang tidak dicatatkan, maka anak tersebut akan sulit mendapatkan akta 

kelahiran dan lain sebagainya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian sejenis, 

sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan juga untuk 

memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian. Penyusun melakukan 

penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa 
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buku-buku atau skripsi yang berkaitan dengan isbat nikah poligami siri. 

Penyusun menemukan beberapa buku dan skripsi yang di antaranya:  

Dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara 

Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara 

No. 190/PDTG/2004/PA/SMN)
15

 yang disusun oleh Muhammad Dahlan, di 

dalamnya membahas mengenai cara pembuktian yang dilakukan oleh hakim 

Pengadilan Agama Sleman dalam perkara isbat nikah poligami, kemudian apa 

yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam 

menetapkan perkara isbat nikah poligami, serta apakah pertimbangan tersebut 

sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Undang-undang dan hukum Islam. 

Skripsi yang berjudul “Isbat Poligami (Studi terhadap Putusan No. 

136/PDTG/2004/PAWT tentang Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Di 

Pengadilan Agama Wates)” disusun oleh Balqis Fadillah.
16

 Dalam skripsi ini 

hampir sama dengan skrisi yang disusun oleh Muhammad Dahlan di atas, di 

mana dibahas masih dalam ruang lingkup mengenai pembuktian dan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami, hanya 

berbeda tempat dan perkaranya. 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan 

Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Siri menjadi Izin Poligami 

(Studi terhadap Putusan No. 0558/ PDTG/2012/PAYK, 

                                                             
15 Muhammad Dahlan, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di 

Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/PDTG/2004/PA/SMN)”, skripsi tidak 

diterbitkan, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakata (2009). 

16
 Balqis Fadillah, “Isbat Poligami (Studi terhadap Putusan No. 136/PDTG/2004/PAWT 

tentang Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Wates)”, skripsi tidak 

diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakata (2011). 
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0004/PDTG/2013/PAYK, 0135/PDTG/2013/PAYK)”, disusun oleh Hafis 

Anggi Athar Aulia.
17

 Pada skrisi ini dibahas mengenai mengapa terjadi 

perubahan permohonan perkara yang semula isbat poligami menjadi izin 

poligami, kemudian menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan 

penetapan, serta dijelaskan pula tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum 

dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. 

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Isbat Nikah Masal dalam 

Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di 

KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)” 

yang disusun oleh Maman Badruzaman
18

, membahas mengenai pelaksanaan 

isbat nikah masal serta apa alasan-alasan yang melatar belakangi pasangan 

suami isteri siri melaksanakan isbat nikah. Kemudian, Skripsi yang berjudul 

“Isbat Nikah sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Isteri”
19

 

disusun oleh Ramdani Fahyudin, membahas mengenai manfaat dari isbat 

nikah itu sendiri yang dapat memberikan jaminan hak-hak kepada isteri 

maupun anak-anak. 

                                                             
17 Hafis Anggi Athar Aulia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Perkara dari 

Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri menjadi Izin Poligami (Studi terhadap Putusan No. 0558/ 

PDTG/2012/PAYK, 0004/PDTG/2013/PAYK, 0135/PDTG/2013/PAYK)”, skripsi tidak 

diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakata (2014). 

18 Maman Badruzaman, “Efektifitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya 

Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten 

Indramayu Tahun 2008-2012)”, skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari‟ah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakata (2012). 

19
 Ramdan Fahyudin, “Isbat Nikah sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan 

Isteri”, skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakata (2010). 
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Dari berbagai telaah pustaka di atas belum ada yang membahas 

mengenai isbat nikah poligami yang dianalisis dengan pendekatan yuridis- 

normatif maupun yang ditelaah dengan teori maqa>sid asy-syari@’ah. Maka dari 

itu penyusun merasa penelitian ini penting untuk dilanjutkan untuk menambah 

khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian mengenai isbat nikah 

poligami siri yang ditinjau dari segi yuridis-normatif dan teori maqa>sid asy-

syari@’ah. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori di sini merupakan landasan teori yang digunakan oleh 

penyusun dan diyakini dapat memecahkan dan menyelesaikan isbat nikah 

poligami siri. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang 

ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT paling mengetahui 

kemaslahatan hamba-Nya. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak 

mewajibkannya terhadap kaum muslim, dan hukum dibolehkannya telah 

didahului oleh agama-agama samawi. Kedatangan Islam memberikan 

landasan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan serta 

madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. 

Norma dalam berpoligami telah diatur dalam agama Islam, dalam hal ini 

norma menuntut orang yang berpoligami harus menjaga moral, baik itu berupa 

moral yang mengurangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang lebih 

rendah, karena watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan 
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kebebasan pada hawa nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin 

terangsang hawa nafsunya.
20

 

Pandangan para Mufasir mengenai masalah poligami ada dua: yaitu 

dari kalangan mufasir klasik (tradisional) dan modern. Kalangan para Mufasir 

klasik diantaranya: Ibn Jarir At-Tabari, Zamakhsyary, Al-Qurtu>bi, Al-Mara>gi, 

Sayyid Qutub, As-S}abuni dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa poligami 

diperbolehkan selama dapat memenuhi syarat keadilan, kecuali Al-Mara>gi 

yang memberikan beberapa syarat, yaitu karena isteri mandul, sementara 

keduanya atau salah satunya sangat sangat mengharapkan keturunan, apabila 

suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan 

mampu melayani sesuai kebutuhan suami, jika suami memiliki harta yang 

banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan 

isteri sampai kepentingan anak-anak, jika jumlah perempuan melebihi jumlah 

laki-laki.
21

 Pendapat Ahmad Azhar Basyir hampir sama dengan Al-Mara>gi, 

perbedaannya hanya terletak pada istri yang sudah menapouse dan istri yang 

sakit dan tidak bisa disembuhkan.
22

 

Dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam tesis ini, penyusun 

mencoba menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Di mana andasan yuridis 

yaitu berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

                                                             
20 Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. II (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1987), hlm. 8. 

21 Mustafa Al-Mara>gi, Tafsir al-Mara>gi, cet. IV (Mesir: Mustafa al-Ba>b al-Habibi, 1963), 
hlm. 181-182. 

22 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. VII (Yogyakarta: UPT Fakultas 

Hukum UII, 1990), hlm. 3. 
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(KHI). Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia adalah dengan 

dicatatnya perkawinan tersebut oleh pejabat KUA. Perkawinan yang sah 

secara agama pun belum bisa dikatakan sah secara hukum di Indonesia apabila 

tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, 

untuk menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang 

melangsungkan perkawinan. Begitu pula dalam masalah poligami, harus 

dicatatkan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan 

tetapi untuk melakukan poligami pun ada syarat dan ketentuannya 

sebagaimana dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 serta Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Sedangkan landasan normatif merupakan suatu kaidah Hukum Islam yang 

berisikan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, 

yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadis. 

 Perkawinan yang belum dicatatkan dapat mengajukan isbat nikah ke 

Pengadilan agama. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7:
23 

(1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. 

(2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 

dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. 

(3) “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangya Akta Nikah; 

c. Adanya keraguan akan sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang No. 1 Tahun 1974; 

                                                             
23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7, 
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(4) “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami 

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 

berkepentingan dengan perkawinan itu” 

 

Peraturan isbat nikah di atas berlaku juga untuk isbat nikah dalam 

poligami dalam rangka meraih ketertiban dalam kependudukan dan 

bermasyarakat, sehingga hak-hak suami-isteri dan anak-anak akan terjaga. 

Maka dari itu untuk mengupas permasalah ini selain menggunakan 

pendekatan yuridis-normatif juga akan dibenturkan dengan menggunakan 

teori maqasyid asy-syari@’ah. Di mana akan dilihat apakah isbat nikah poligami 

yang dikabulkan oleh hakim akan berdampak baik atau malah sebaliknya dan 

juga apakah isbat nikah poligami yang ditolak malah akan melukai nilai-nilai 

tentang pencatatan perkawinan, yaitu untuk mencapai ketertiban dalam 

kependudukan dan dampak yang lebih luas lagi yaitu legalnya perkawinan 

siri. 

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, 

dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan 

bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud 

dengan kemaslahatan.
24

 Pengertian al-mas}lah}ah} secara syar‟i adalah sebab-

sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-Syar‟i, baik 

maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-„adat). Imam al-

Ghazali mengemukakan bahwa pada dasarnya secara bahasa, kata al-mas}lah}ah} 

menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan 

                                                             
24 Ali Yafie, Menggagah Fiqih Sosial (Bandung: Mizan, 1994), cet ke-2, hlm. 185. 
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(bahaya). Al-Ghazali menjelaskan bahwa al-mas}lah}ah} dalam pengertian syar‟i 

adalah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara 

tujuan syara‟. Meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang semata-mata 

demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya 

dengan tujuan syara‟.
25

 

Kemaslahatan sebagai tujuan dari syariat (Maqa>sid Asy-Syari@’ah) oleh 

Imam Syatibi dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu 1) Maqa>sid Asy-Syari@’ 

(tujuan Tuhan) dan 2) Maqa>sid al-Mukallaf (tujuan Mukallaf). Maqa>sid Asy-

Syari@’ah dalam artian Maqa>sid Asy-Syari@’, mengandung empat aspek yaitu :
26

 

1. Tujuan awal dari syariat yaitu kemashlatan manusia baik di dunia maupun 

di akhirat 

2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami  

3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan 

4. Tujuan syari‟at adalah membawa manusia di bawah naungan hukum.  

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat Maqa>sid Asy-

Syari@’ah, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasan agar 

syariat dapat dipahami sehingga tercapai kemaslahatan yang dikandungnya. 

Aspek ketiga berkaitan dengan ketentuan-kententuan syariat dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan 

manusia untuk melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan 

                                                             
25 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 305-306. 

26 La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syariah”, Asy-

Syir‟ah, Vol. 45, No. II (Desember 2011), hlm. 1256.  
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manusia sebagai mukalaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek 

tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).
27

  

Dalam rangka pembagian Maqa>sid Asy-Syari@’ah, aspek pertama 

sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan 

dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur 

pokok (us{u>l al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur 

pokok tersebut menurut Imam Asy-Syatibi yaitu dīn (agama), nafs (jiwa), nasl 

(keturunan), „aql (akal), māl (harta).
28

 Bahkan, Jasser Auda menambahkan 

unsur lainnya yaitu „Irdh (kehormatan).
29

 

Maslahat sebagai substansi dari Maqa>sid Asy-Syari@’ah dapat dibagi 

sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam 

kehidupan manusia, maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan :
30

  

1. D{aru>riyyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan 

manusia tergantung padanya, baik aspek duniawi maupun agama. Aspek 

ini tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia, apabila unsur ini 

ditinggalkan maka akan terjadi ketimpangan dalam pelbagai aspek 

                                                             
27 Ibid., hlm. 1256-1257 

28 Ibid. Lihat juga. Abu Ishaq Asy-Syatibi, al-Muwāfaqāt fī Usûl asy-Syari‟ah, Jilid II 

(Beirut : Da>r Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 10.  

29 Landasan h{ifz al ‘ird} berasal dari pemahaman hadis yang menyatakan bahwa ‚kullu al-
muslim ‘ala> al-muslim harām: dammuhu, wa ‘ird}uhu wa ma>luhu>‛ (setiap muslim atas muslim 

lainnya haram: darahnya, kehormatannya dan hartanya). Pemaknaan atas h}ifz al-‘irdh ini pula 

pada perkembangannya dibaca secara kontemporer sebagai ‚h{ifz al-huqūq al-Insa>niyyah‛ 
(menjaga hak-hak asasi manusia). Lebih lanjut baca. Jasser Auda, Maqâsid Asy-Syâri’ah ka 
Falsafah., hlm. 32, 60.  

30 Ibid., hlm. 32-33. Lihat juga. Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwāfaqat, hlm. 8-12. Lihat 

juga. Ghafar Siddiq, “Teori Maqâsid Asy-Syâri‟ah”, hlm. 123. 
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kehidupannya. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Di dalam 

Islam, mas}lahat d}aru>riyyat dijaga dengan dua cara yaitu: realisasi dan 

perwujudannya (jalb al-mas{ālih) dan memelihara kelestarian (da>r al-

mafāsid). Sebagai contoh, yang pertama menjaga agama dengan 

melestarikan dan melaksanakan kewajiban shalat serta yang kedua 

menjaga kelestarian agama dengan berjuang terhadap hal-hal yang 

merusak eksistensi agama itu sendiri. 

2. H{a>jiyyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia 

untuk mempermudah dalam kehidupan serta menghilangkan kesukaran 

maupun kesulitan. Jika tidak ada, maka akan terjadi kesukaran atau 

kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, akan tetapi 

tidak sampai merusak eksistensi kehidupannya.  

3. Tah}si@niyyat, yaitu maslahat yang merupakan moral, dan itu dimaksudkan 

sebagai pelengkap. Jika tidak ada, maka tidak akan menyulitkan atau 

bahkan merusak kehidupan seseorang. Tingkatan dibutuhkan dan 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. 

Jenis kedua adalah mashalat yang dilihat dari aspek cakupannya yang 

dikaitkan dengan komunitas (jamaah) atau individu (perorangan), maka dapat 

dibagi menjadi dua kategori yaitu :
31

 

1. Mas}lahat kulliyah,
32

 yaitu maslahat yang bersifat universal yang 

kebaikannya kembali kepada orang banyak. Contoh membela negara dari 

serangan musuh. 

                                                             
31 Ghafar Siddiq, “Teori Maqâsid Asy-Syâri‟ah”, hlm. 124. 
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2. Mas}lahat juziyyah, maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti 

pensyariatan pada sektor kegiatan mu‟amalah, persoalan al-ahwal al-

syahsiyyah. 

Jasser auda menambahkan satu jenis lagi (termasuk dua jenis di 

atas)
33

  

3. Mas}lahat khas{s{ah, yaitu mas}lahat (Maqa>sid Asy-Syari@’ah) yang 

mengandung “illat” atau “hikmah” tertentu yang terkandung dalam sebuah 

teks. Dalam kajian ushul fiqh, illat berbeda dengan hikmah. Illat adalah 

suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (z{a>hir), 

dan ada tolak ukurnya (mund{abit) serta sesuai dengan ketentuan hukum 

(muna>sib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya suatu hukum.
34

 

Sedangkan hikmah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkan 

hukum dalam wujud kemaslahatan manusia.  

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari kuatnya dalil yang 

mendukungnya. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :
35

 

1. Maslahat yang bersifat qat}’i yaitu sesuatu yang diyakini membawa 

kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi 

ditakwil, atau yang ditunjukki oleh banyaknya dalil atas suatu hal sehingga 

                                                                                                                                                                       
32 Jasser Auda menyebutnya sebagai mahlahat „ammah.  

33 Jasser Auda, Maqâsid Asy-Syâri‟ah ka Falsafah., hlm. 35.  

34 Ibid, hlm. 45. Dalam suatu kaidah disebutkan “al-Hukm yadūru ma‟a illatihi wujūdan 

wa „adaman” (suatu hukum tergantung atas ada tidaknya illat).  

35 Ghafar Siddiq, “Teori Maqâsid Asy-Syâri‟ah”, hlm. 124-125.  
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dengan cara penalaran induktif atau memahami dengan penalaran akal 

akan secara mudah diketahui adanya mashalah tersebut.  

2. Maslahat yang bersifat z{anni, yaitu mashalah yang diputuskan oleh akal 

atau maslahat yang ditunjukki oleh dalil-dalil yang masih bersifat z{anni.  

3. Maslahat yang bersifat wahmiyyah, yaitu mashalahat atau kebaikan yang 

dikhayalkan akan bisa tercapai, padahal jika ditelisik lebih jauh dan 

mendetail yang muncul pada akhirnya adalah kemafsadatan.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang mana peneliti terjun 

langsung ke obyek penelitian,
36

 di mana obyek penelitian dalam penelitian 

ini adalah Pengadilan Agama Sleman. Ini bertujuan untuk meneliti dan 

menganalisa mengenai apa urgensi dari isbat nikah poligami siri di 

Pengadilan Agama Sleman, yang mana juga akan ditinjau dari segi 

yuridis-normatif. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu bersifat memberi 

petunjuk atau ketentuan dan bergantung pada ketentuan resmi yang 

                                                             
36 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
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berlaku.
37

 Data yang diperoleh berupa hasil pengamatan berupa dokumen-

dokumen putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama 

Yogyakarta, wawancara terhadap hakim dan panitera berkaitan dengan 

pembahasan tersebut. Hasil analisis berupa pemaparan mengenai 

permasalahan isbat nikah poligami ditinjau dari segi yuridis-normatif. 

Sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian 

tersebut, kemudian dilakukan penelaahan untuk mencari makna.
38

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh penyusun
39

 berdasarkan pengamatan terhadap putusan-

putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sleman, 

yaitu Putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. dan Putusan No. 1512/Pdt. 

G/2015/PA. Smn..  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder biasanya dalam bentuk studi kepustakaan berupa buku-buku, 

                                                             
37 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 

hlm. 66. 

 
38 Jujun Suria Sumantri, Pedoman Penulisan Ilmiah (Jakarta: IKIP Negeri, 1987), hlm. 

35. 

39 Iqbal Hasan, Analisis Data dengan Statistik (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 19. 
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tesis, skripsi serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah 

isbat nikah poligami siri.
40

 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti 

dengan berdasarkan Al-Qur‟an, hadis dan kaidah-kaidah fikih serta 

pendapat-pendapat para Ulama yang terkait dengan isbat nikah 

poligami siri. 

b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan 

pendekatan atau mendasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan 

mempelajari data berupa dokumen, antara lain beberapa putusan 

Pengadilan Agama Sleman mengenai perkara isbat nikah poligami siri. 

Terdapat dua putusan, yaitu: Putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. dan 

Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn..  

b. Interview 

Yaitu metode untuk mendapat keterangan dan data dari 

individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.
41

 Metode ini 

                                                             
40 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
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bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai 

masalah yang diteliti. Adapun pihak yang diwawancari adalah Panitera 

dan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani kasus isbat 

nikah poligami siri ataupun pihak-pihak yang dapat dimintai 

keterangan. Adapun Hakim yang diwawancari yaitu Drs. Marwoto, 

S.H., M.H., Panitera yaitu Drs. Arwan Achmad dan Pegawai yaitu 

Muammar Irfan Nurhadi, S.H.I. 

c. Catatan Lapangan 

Catatan yang tertulis merupakan sesuatu yang didengar, dilihat, 

dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh gambaran 

konkret tentang kejadian di lapangan. Isi catatan lapangan, merupakan 

bagian deskriptif, terdiri dari gambaran diri atau gambaran kondisi 

subyek, rekonstruksi dialog, deskripsi latar fisik, cacatan tentang 

peristiwa khusus, gambaran kegiatan, perilaku pengamat. Sedangkan 

bagian refleksinya terdiri dari refleksi mengenai analisis, refleksi 

mengenai metode, refleksi mengenai dilema etik dan konflik, refleksi 

mengenai kerangka berfikir peneliti dan klarifikasi.
42

 

 

 

                                                                                                                                                                       
41 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-8 (Jakarta: PT Gramedia, 

1989), hlm. 130. 

42 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, cet. ke-2 (Bandung: 

Mandar Maju, 2011), hlm. 85. 
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2. Metode Analisis Data 

Agar data yang diperoleh di lapangan dapat disusun dan ditafsirkan 

maka diperlukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan deskriptif analisis, yaitu teknik analisa data dengan 

menuturkan, menafsirkan, serta mengklarifikasikan fenomena-fenomena.
43

 

Sedangkan proses menganalisanya data menggunakan prosedur analisis 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan informasi melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data yang masih 

global, kasar dan belum tertata akan dipilih secara hati-hati serta teliti 

sehingga diperoleh data-data yang relevan (langkah reduction). Dalam 

proses ini penyusun akan memilah data yang diperoleh di lapangan 

yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu isbat nikah poligami siri. 

c. Penyajian Data 

Yaitu informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

melakukan penyajian data diharapkan dapat mempermudah melakukan 

                                                             
43 Noeng Muhajir, Meodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), 

hlm 104. 
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pemahaman terhadap masalah yang dihadapi sehingga kesimpulan 

yang diambil bukan kesimpulan yang gegabah dan terburu-buru. 

d. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Menarik kesimpulan adalah proses terpenting dan terakhir 

dilakukan dalam menganalisis data kualitatif. Kesimpulan yang diuji 

kebenarannya dan kecocokannya sehingga menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya. 

e. Model Analisis 

Adapun model analisis yang digunakan oleh penyusun yakni, 

model analisis induktif yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari 

fakta-fakta yang khusus, dari peristiwa yang konkrit, yaitu putusan-

putusan Pengadilan Agama Sleman terkait isbat nikah poligami siri 

yang terdapat pada Putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. dan Putusan No. 

1512/Pdt. G/2015/PA. Smn. kemudian dikumpulkan sehingga 

menghasilkan kesimpulan umum.
44

  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode 

penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang 

masalah, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya 

penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian 

telah ada terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka 

                                                             
44 Suwarno Hadi, Metodologi Research I, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47. 
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teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan acuan dalam 

memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya metode 

penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian 

ini, baik dari segi jenis dan sifat penelitiannya maupun dari sumber data, 

subjek dan objek penelitiannya serta pendekatan apa yang digunakan. 

Kemudian, sistematika pembahasan, pada bagian ini dipaparkan tentang 

sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga 

tersusun secara sistematis. 

Bab Kedua, berisi tentang pernikahan poligami dan isbat nikah. 

Menjelaskan dan mendeskripsikan tentang gambaran umum poligami 

terutama di Indonesia, kemudian menjelaskan tentang isbat nikah yakni dalam 

Islam (al-Qur‟an dan Hadis) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

Bab Ketiga, pada bab ini berisi tentang tata cara beracara di Pengadilan 

Agama Sleman dan juga memaparkan mengenai beberapa putusan perkara 

mengenai isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman. 

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap rumusan masalah 

mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah poligami 

siri di Pengadilan Agama Sleman, kemudian putusan isbat nikah poligami siri 

tersebut ditinjau dari segi normatif. 

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 

berkaian dengan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab satu sampai empat, 

maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Dalam kasus isbat poligami sendiri pada dasarnya tidak tercantum satu 

ayatpun dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan bahwa isbat nikah poligami merupakan salah satu alasan 

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, namun Hakim sebagai salah 

satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas dan 

kewenangan  untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara. Maka dari itu, hakim harus mencari dan menemukan hukumnya 

(rechtsvinding). 

Dasar dan pertimbangan hakim secara Yuridis pada putusan No: 

190/Pdt. G/2004/PA. Smn. Pengadilan menolak permohonan pemohon, 

dikarenakan suami tidak dapat mendapat izin dari isteri pertama, dalam 

Undang-undang bahwa untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari 

seorang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 5 

ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) 

Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada Putusan Nomor 1512/Pdt. 

G/2015/PA. Smn. meskipun alasan Pemohon menikah lagi tidak 

memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 
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1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, akan 

tetapi oleh karena Termohon selaku isteri Pemohon sudah mengizinkan 

Pemohon menikah lagi, dan keinginan Pemohon hendak menikah lagi 

dengan calonnya yang beragama Islam dan hendak membetuk keluarga 

muslim, serta dari sisi ekonomi Pemohon dipandang mampu untuk 

membiayai kedua isterinya dan juga rumah tangganya kelak, dan Pemohon 

juga telah menyatakan sanggup berlaku adil, karena itu Majelis Hakim 

berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal  

5 ayat  (1) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal  55, Pasal 56, 

dan Pasal 58  Kompilasi Hukum Islam. Maka, berdasarkan  pertimbangan–

pertimbangan tersebut di atas, maka  permohonan Pemohon dapat 

dikabulkan. 

2. Secara normatif tidak ada nash yang menyebutkan bahwa seorang suami 

harus meminta izin kepada seorang isteri. Maka seorang suami yang ingin 

melakukan poligami tidak perlu meminta izin kepada isterinya. Meskipun 

demikian poligami menurut syariat Islam terdapat syarat-syarat yang 

sangat berat bagi seorang suami yang akan berpoligami. 

Pada putusan No: 190/Pdt. G/2004/PA. Smn, di mana hakim 

menolak permohonan pemohon karena tidak terpenuhinya syarat 

perundang-undangan, sehingga wanita yang dinikahi siri nasibnya tidak 

jelas dan mau tidak mau harus diceraikan secara Hukum Islam. Hal ini 

lebih baik dan sesuai dengan maqa>s}id asy-syari@’ah, daripada harus 

memaksakan mengabulkan permohonan suami yang tidak mendapatkan 
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izin dari isteri pertama mengingat negara kita adalah negara hukum yang 

sangat berpegang teguh pada Undang-undang. Karena apabila tetap 

dikabulkan adalah suatu pelanggaran dan termasuk penyelundupan hukum, 

yang bisa memicu maraknya kasus poligami dengan cara demikian, karena 

dianggap terdapat celah hukum. Selain itu juga dapat merusak 

keharmonisan rumah tangga dengan isteri pertama yang telah dikaruniai 

anak.  

Pada Putusan No: Putusan Nomor 1512/Pdt. G/2015/PA.Smn 

hakim mengabulkan permohonan karena secara perundang-undangan telah 

terpenuhi, yaitu mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, adanya 

jaminan dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, 

dan juga dapat berlaku adil, selain itu alasan Pemohon akan menikahi 

calon isteri kedua (poligami) karena sudah menikah siri dan telah memiliki 

anak dan Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi calon isteri 

Pemohon secara resmi. Hal demikian sudah sesuai dengan maqa>s}id asy-

syari@’ah, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan suatu 

kemaslahatan. 

 

B. Saran-Saran 

1. Indonesia merupakan negara Hukum yang berpegang teguh pada Undang-

undang, maka hormatilah hukum tersebut dengan selalu taat pada Undang-

undang. 
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2. Praktek pernikahan siri di Indonesia merupakan praktek ilegal, maka dari 

itu menikahlah dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, 

dalam hal ini yang berwenang adalah KUA (Kantor Urusan agama). 
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